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Kata Pengantar 
 
 

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. LKj Satuan Polisi Pamong 

Praja  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi dan  penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap 

instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam 

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja  Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. 

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat 

pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini 

dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, 

efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. 
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Ikhtisar Eksekutif 
 

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1. Capaian sasaran strategis 1 “Menurunnya  gangguan ketertiban umum dan 

ketertiban masyarakat”: (contoh :untuk indikator yang berhasil dicapai) 

-  Diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. Persentase penurunan gangguan trantibum,  Formulasi Perhitungan : 

(n) - (n-1 ) /  (n-1) x 100%  * n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se 

Provinsi Kep. Babel 

-  Capaian indikator (a.)  Menurunnya  gangguan ketertiban umum dan 

ketertiban masyarakat dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) 

Program, yakni Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

-  Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 4,5 %; sampai dengan 

bulan Desember 2024 terealisasi  5 %. Dengan demikian capaian ini telah 

melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target 5 mencapai 100%. 

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 4,5% terjadi 

peningkatan sebesar 0,5%. 

2. Capaian sasaran strategis 1 “Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, 

Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran” 

- Diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan 

dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran,  Formulasi Perhitungan : 

(Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran) + (Jumlah 

bangunan yang rusak akibat kebakaran) / 2 x 100% 

Capaian indikator (a.)  Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, 

Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dimaksud 

didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni program Pencegahan 

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non 

Kebakaran  

- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 5,1%; sampai dengan 

bulan Desember 2024 terealisasi 5 %. Dengan demikian capaian ini telah 

melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target 5 mencapai  100 %. 
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- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 5,1 % terjadi 

peningkatan sebesar 0,1 %. 

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa 

tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pmong Praja 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  ke depan, sebagai berikut: 

1. Menindaklanjuti Surat BPSDM Kemendagri Nomor Surat: 

900.1.2/2364/BPSDM Tanggal 28 November 2024 , Hal : Prioritas Anggaran 

Pengembangan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran  

2. Menganggarkan dan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan SPM terhadap 

pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan dampak penegakkan Perda dan 

Perkada 

3. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, 

aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan 

(berkoordinasi dengan kesehatan) untuk menyusun dokumen yang sah dan 

legal dalam pelaksanaan kegiatan SPM. 

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting 

dipergunakan sebagai pijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja .Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan 

datang. 
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BAB I 
Pendahuluan 

 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung- 

jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah 

Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas 

penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD 

dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi: 

 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung. 

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut: 

1.  Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas  kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai; 

2.  Sbagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi. 

 

1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 

Setiap Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja  dibentuk untuk memberikan 

kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur 

organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana 

tersaji dalam gambar berikut: 

Bab I berisi : 
1. Cascading Kinerja, Peta 

Proses Bisnis dan   Struktur 
Organisasi 

2. Tugas, Fungsi dan Peta 
Jabatan 

3. Isu-Isu Strategis 
4. Dukungan SDM, Sarana- 

Prasarana dan Anggaran 
5. Tindak Lanjut atas 

Rekomendasi LHE SAKIP 
Tahun 2024 
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Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 

(halaman ini dapat di buat landscape) 

“CASCADING“ 
 
 

Ket : Cascading lengkap dapat dilihat melalui link : 
https://bit.ly/CascadingPOLPP 

 
 

“PETA PROSES BISNIS“ 
 

 
Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link : 

https://bit.ly/PetaProsesBisnisPOLPP 
 
 

“STRUKTUR ORGANISASI“ 
 
 

Ket : Struktur Organisasi lengkap dapat dilihat melalui link : 
https://bit.ly/StrukturOrganisasiPOLPP 

 
 

 

https://bit.ly/CascadingPOLPP
https://bit.ly/PetaProsesBisnisPOLPP
https://bit.ly/StrukturOrganisasiPOLPP
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1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Polisi Pamong Praja  Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar 

penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut: 

 
Gambar I.2. 

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

 
 
 
 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat Adapun 
Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi  sebagai berikut 
: 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban 
umum dan perlindungan masyarakat Satpol PP dan subbagian kebakaran dan 
penyelamatan) yang menjadi kewenangan provinsi; 

b. Penyelenggaraan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketentraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan subbagian 
kebakaran dan penyelmatan) yang menjadi kewenangan provinsi; 

c. Penyelenggaraan administrasi dinas; 
d. Penyelenggraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas; dan 
e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 
 
 
 

 

PETA JABATAN 

Ket : Peta Jabatan lengkap dapat dilihat melalui link : 
https://bit.ly/PetaJabatanPOLPP 

 

 

1.3 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja) 

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu 

menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang 

tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun 

, 

https://bit.ly/PetaJabatanPOLPP
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lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah 

yang memiliki tujuan “Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.”,, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat Provinsi kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan 

tentram, tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya. 

Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang, Tahun 2019 sebanyak 975 

orang/pelanggar; Tahun 2020 sejumlah 941,  Tahun 2021, sejumlah 1737, Tahun 2022 

sejumlah 749 serta tahun 2023 sejumlah 492 dan Tahun  2024 sejumlah 536.  

2.  Kondisi kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan keamanan juga dapat 

digambarkan dengan angka jumlah kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. Walaupun trendnya menurun, terjadi tindak kriminal di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 

tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus, Tahun 2020 sejumlah 1320, Tahun 2021, sejumlah 

1127, Tahun 2022 sejumlah 1321 serta tahun 2023 sejumlah 1125 dan tahun 2024 

berjumlah 222 sejumlah pada Tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan hal ini 

dikarenakan kerjasama yang baik antara masyarkat dan kepolisian sehingga 

lingkungan lebih aman dan kondusif.  

3. Belum semua  Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka , serta 

membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2024 jumlah 

anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1254  orang, namun 

baru  820 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan; 

4.  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana 

kebakaran, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang yang sering 

mengalami bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus 

kebakaran, Tahun 2020 terjadi 403 kasus kebakaran,Tahun 2021 terjadi sebanyak 227 

kasus pada Tahun  2022 terjadi sebanyak 225 , Tahun 2023 terjadi sejumlah 1955 kali 

kasus kebakaran dan hanya 1086 kejadian yang bisa dikategorikan sebagai kebakaran 

yang dilayani dalam waktu tanggap 15 menit (respon time), pada tahun 2024 terjadi 

kebakaran sejumlah 495  dan hanya 295 yang bisa dikategorikan alam waktu tanggap 

15 menit (respon time) hal tersebut disebabkan karena sarana dan prasarana yang 

yang tidak mendukung Standar Pelayanan Minimal sehingga sampai Saat ini Provinsi 
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Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. 

Tidak hanya itu, kecuali anggota Satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran 

harus dilakukan pengambangan terhadap kapasitas dan kompetensi pemadam 

kebakaran 

 
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada  tahun 

2024 sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 

 

NO JABATAN 

FORMASI/PETA JABATAN PEGAWAI YANG ADA JENIS KELAMIN 

JUM 

LAH 

KUALIFIKASI 
JUM 

LAH 

KUALIFIKASI 
LAKI- 
LAKI 

PEREM- 
PUAN 

S2 S1 D3 SMA S2 S1 D3 SMA 

              

A JABATAN STRUKUTRAL             

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

2. Sekretaris 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 - 

3. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 - 

4. Kabid Penegakan Perda dan Perkada 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 - 

5. Kabid Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Personil 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

6. Kabid Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamata Non Kebakaran 1 - 1 - - 1 - 1 - - - 1 

7. Kasubbag Umum 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

8. Kasubbag Keuangan 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

9. Kasubbag Perencanaan 1 - 1 - - 1 1 - - - - 1 

10. Kasi Penertiban, Operasi dan Pengendalian 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

11. Kasi Deteksi Dini 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 - 

12. Kasi Pemeriksaan dan Penyidikan 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

13. Kasi Pengawasan, Penyuluhan, dan Hubungan Antar Lembaga 1 - 1 - - 0 - - - - - - 

14. Kasi Peningkatan Kapasitas Personil 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

15. Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

16. Kasi Pemetaan Standarisasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Pertolongan 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

17. 
Kasi Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Serta Kerjasama antar Daerah 

Berbatasan 
1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

B JABATAN FUNGSIONAL             

1. Polisi Pamong Praja Madya 2 - 2 - - 2 1 1 - - 2 - 



 
 

13 
 

NO JABATAN 

FORMASI/PETA JABATAN PEGAWAI YANG ADA JENIS KELAMIN 

JUM 

LAH 

KUALIFIKASI 
JUM 

LAH 

KUALIFIKASI 
LAKI- 
LAKI 

PEREM- 
PUAN 

S2 S1 D3 SMA S2 S1 D3 SMA 

              

2. Polisi Pamong Praja Muda 22 - 22 - - 22 - 22 - - 22 - 

3. Pranata Humas Muda 1 - 1 - - 1 - 1 - - - 1 

4. Pejabat Barang Jasa Muda 1 - 1 - - 0 - - - - - - 

5. Polisi Pamong Praja Pertama 3 - 3 - - 3 - 3 - - 2 1 

6. Analis Kepegawaian Pertama 1 - 1 - - 0 - - - - - - 

7. Pranata Komputer Pertama 2 - 2 - - 1 - 1 - - 1 - 

8. Analis Kebakaran Pertama 2 - 2 - - 0 - - - - - - 

9. Polisi Pamong Praja Penyelia 12 - - 12 - 0 - - - - - - 

10. Arsiparis Penyelia 1 - - 1 - 0 - - - - - - 

11. Polisi Pamong Praja Pelasana Lanjutan 12 - - - 12 12 - - - 12 12 - 

12. Arsiparis Pelasana Lanjutan 1 - - - 1 0 - - - - - - 

13. Polisi Pamong Praja Pelaksana 12 - - - 12 10 - - - 10 9 1 

14. Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula 115 - - - 115 0 - - - - - - 

15. Pemadam Kebakaran Pelaksana Pemula 20 - - - 20 0 - - - - - - 

C JABATAN PELAKSANA             

1. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana 1 - 1 - - 0 - - - - - - 

2. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 2 - - 2 - 0 - - - - - - 

3. Pengadministrasi Umum 3 - - - 3 1 - - - 1 1 - 

4. Penata Laporan Keuangan 2 - 2 - - 0 - - - - - - 

5. Bendahara 1 - - 1 - 0 - - - - - - 

6. Pengadministrasi Keuangan 2 - - - 2 0 - - - - - - 

7. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 1 - 1 - - 1 - 1 - - - 1 

8. Pengelola Program dan Kegiatan 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - 

9. Pengadministrasi Perencanaan dan Program 2 - - - 2 1 - - - 1 1 - 

10. Pengendali Teknis Kemanan 1 - 1 - - 0 - - - - - - 
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NO JABATAN 

FORMASI/PETA JABATAN PEGAWAI YANG ADA JENIS KELAMIN 

JUM 

LAH 

KUALIFIKASI 
JUM 

LAH 

KUALIFIKASI 
LAKI- 
LAKI 

PEREM- 
PUAN 

S2 S1 D3 SMA S2 S1 D3 SMA 

              

11. Pengelola Data Keamanan dan Ketrtiban 1 - - 1 - 0 - - - - - - 

12. Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 2 - - 2 - 1 - - 1 - 1 - 

13. Komandan Petugas Keamanan 4 - - - 4 0 - - - - - - 

14. Analis Keamanan 2 - 2 - - 0 - - - - - - 

15. Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1 - 1 - - 0 - - - - - - 

16. Analis PPNS 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

17. Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - 

18. Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi 1 - - 1 - 0 - - - - - - 

19. Analis Perlindungan Masyarakat 2 - 2 - - 0 - - - - - - 

20. Analis Informasi Pengembangan SDM Aparatur 2 - 2 - - 1 - 1 - - - 1 

21. Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan 2 - - - 1 2 - - - 2 2 - 

22. Analis Kerjasama Lintas Sektor 2 - 2 - - 0 - - - - - - 

D PPPK/PHL             

1. Teknis Bantuan Polisi Pamong Praja 132 - - - 132 113 - 24 3 86 95 18 

2. Teknis Lainnya Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 20 - - - 20 19 - 3 1 15 14 5 

3. Pengemudi 9 - - - 9 8 - 1 1 6 8 - 

4. Pramu Kebersihan 3 - - - 3 3 - - - 3 2 1 
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Tabel I.2 Sarana-Prasarana 
 

No. Klasifikasi Jumlah Barang Nilai Aset* 

1 Tanah   
 Tanah 1  

2 Peralatan dan mesin   
 alat besar 3  
 alat angkutan 33  
 alat bengkel dan alat ukur 3  
 alat pertanian   
 alat kantor dan rumah tangga 698  
 alat studio, komunikasi dan pemancar 63  
 alat kedokteran dan kesehatan   
 alat laboratorium 2  
 alat persenjataan 356  
 Komputer 93  
 alat eksplorasi   
 alat pengeboran   
 alat produksi, pengolahan dan pemurnian   
 alat bantu eksplorasi   
 alat keselamatan kerja 19  
 alat peraga   
 peralatan proses/produksi   
 rambu – rambu   
 peralatan olah raga   

3 Gedung dan bangunan   
 bangunan gedung 5  
 monumen   
 bangunan menara   
 tugu titik kontrol/pasti   

4 Jalan, irigasi dan jaringan   
 jalan dan jembatan   
 bangunan air   
 instalasi   
 jaringan   

5 Aset tetap lainnya   
 bahan perpustakaan   
 barang bercorak 

kesenian/kebudayaan/olahra 
  

 hewan   
 biota perairan   
 tanaman   
 barang koleksi non budaya   
 aset tetap dalam renovasi   

6 Kostruksi dalam pengerjaan   
 konstruksi dalam pengerjaan 1  

7 dll.   
    

Total   
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Kendaraan operasional Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 11 unit kendaraan operasional, 21 unit 

kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang 

rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang 

tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, 

filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam 

kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati .... : ..... 

Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudahmemadai. Hanya saja sebanyak 60 % 

dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh 

tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 75 % 

berbasis IT. 

 
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024 

Tahun Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah 

2023 23.362.119.124 1.384.345.740   24.746.464.864 

2024 22.262.314.277 109.714.600   22.372.028.877 

 
Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 

2023 terdapat kenaikan/penurunan*) Total anggaran belanja sebesar Rp 2.374.435.987 Hal ini 

menunjukkan ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Satuan Polisi Pamong 

Praja  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 
 

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 
 

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut 

1. Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

Nomor : 70/140/V/ITDA/2024 perihal 

Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi 

SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung TA. 2024 : 

Rekomendasi: 

1. Agar menyusun rencana lapora kinerja 

tahun berikutnya dengan menjelaskan 

target, realisasi dan capaian kinerja tahun 

berjalan dengan tahun sebelumnya 

 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan pencapaian target kinerja 

(output dan outcome) Tahun 2024 dengan 

langkah-langkah: 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi 

per bidang-bidang untuk target, 

realisasi dan capaian kinerja 

2. Mengumpulkan data kinerja untuk 

mengukur capaian kinerja sesuai 

dengan target pada indikator kinerja 
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No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut 

2. Agar data kinerja yang dikumpulkan 

relevan dan mendukung untuk  mengukur 

capaian kinerja yang diharapkan 

3. Agar setiap level organisasi melakukan 

pemantauan atas pengukuran capaian 

inerja secara berjenjang 

4. Agar menyusun laporan kinerja dan 

monitoring evaluasi triwulanan secara 

berkala 

5. Agar melakukan evaluasi mandiri atas 

perbandingan kondisi existing dengan 

kondisi ideal 

 

utama 

3. Membuat surat edaran dan melakukan 

rapat internal untuk melakukan 

pemantauan atas pengukuran capaian 

inerja secara berjenjang 

4. Melakukan rapat internal penyusunan 

laporan kinerja dan dan monitoring 

evaluasi triwulan secara berkala 

5. Melakukan coaching clinic dan evaluasi 

terhadap perbandingan kondisi 

existing dengan kondisi ideal 

 
Bukti dukung tindak lanjut atas rekomendasi diatas adalah sebagai berikut : 
 

 
1. Pdf bukti dukung no 1 (surat undangan pelaksanaan rapat evaluasi per bidang-bidang 

untuk target, realisasi dan capaian kinerja bidang) 
2. Pdf bukti dukung no 2 (foto rapat internal penyusunan laporan kinerja) 
3. Pdf bukti dukung no 3 (daftar hadir Coaching clinic per bidang) 
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BAB 2 
 

Perencanaan 
dan Perjanjian Kinerja 

 

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah 

mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun 

waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-

2026. 

 
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 

Sesuai cascade kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatkan aspek 

kebebasan dalam demokrasi Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Satuan Polisi 

Pamong Praja  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah : (sasaran 

sesuai renstra 

1.  Menurunnya  gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat   

2. Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran 

dan Non Kebakaran 

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut: 

 

Tabel II.1 Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja  2023-2026 

 

 

NO. 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

 

SATUAN 
Baseline 

2022 

TARGET 

TAHUNAN 
Target 

Akhir 

Renstra 

Ket 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Menurunnya  gangguan 

ketertiban umum dan 

ketertiban masyarakat 

 

 

persentase penurunan 

gangguan trantibum 

Persentase  4,5 5.00 5,50 6,00 6  

 

Bab 2 Berisi : 
1. Tujuan, Sasaran dan 

Indikator Kinerja OPD 
2. Strategi dan Arah 

Kebijakan 
3. Struktur Program dan 

Kegiatan Tahun 2024 
4. Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 
5. Perjanjian Kinerja Tahun 

2024 
6. Instrumen Pendukung 

Capaian Kinerja PD 
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NO. 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

 

SATUAN 
Baseline 

2022 

TARGET 

TAHUNAN 
Target 

Akhir 

Renstra 

Ket 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.  Menurunnya dampak dari 

kejadian pemadam, 

penyelamatan dan 

evakuasi kebakaran dan 

non kebakarann 

persentase penurunan 

Dampak dari Kejadian 

Pemadam, 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Kebakaran 

dan Non Kebakaran 

Persentase  5,10 4 4,90 4,80 4,80  

 

 

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, 

diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja   

NO. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1. Menurunnya  gangguan 

ketertiban umum dan 

ketertiban masyarakat 

1.  Penindakan gangguan 

trantibum 

2.  Pelatihan dan pengukuhan 

anggota Satlinmas se 

Provinsi Kep. Babel 

3.  Peningkatan kompetensi 

personil satpol pp 

dibuktikan dengan 

sertifikasi sesuai dengan 

jabatannya 

4.  Peningkatan penengakan 

perda/perkada yang 

mengandung sanksi 

1.  Penanganan gangguan 

ketentraman dan ketertiban umum 

masyarakat 

2.  Pemberdayaan anggota 

perlindungan masyarakat melalui 

peningkatan kapasitas dalam 

rangka membantu 

penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat 

3.  Peningkatan kapasitas SDM Satpol 

PP 

4.  Penegakan perda dan perkada 

Provinsi Kep. Bangka Belitung 

2.  Menurunnya dampak dari 

kejadian pemadam, 

penyelamatan dan evakuasi 

kebakaran dan non 

kebakaran 

Meningkatkan respontime 15 

menit kejadian 

kebakaran/pertolongan 

Penyelenggaraan pemetaan daerah 

rawan bencana kebakaran 

 

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024 

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran 

Satuan Polis Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 maupun 

program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Program/Kegiatan 

Sebelum 

Perubahan 

(Rp) 

Sesudah 

Perubahan 

(Rp) 

Bertambah 

/Berkurang 

(RP) 

1. Menurunnya  

gangguan 

ketertiban 

umum dan 

ketertiban 

masyarakat 

1.1.  Program Peningkatan 
ketentraman Masayrakat dan 
Ketertiban Umum 

8.474.392.620 7.241.629.520 (-)1.232.763.418 

1.1.1.  Kegiatan Penanganan 

gangguan ketentraman dan 

ketertiban umum lintas daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

Provinsi 

8.074.406.900 6.946.393.400 (-)1128.013.500 

  1.1.2. Kegiatan Penegakan peraturan 
daerah dan peraturan gubernur 

 304.985.900 218.736.300 
 

(-)86.249.600) 

 1.1.3.  Kegiatan Pembinaan Penyidik 
Pegawai  Negeri Sipil (PPNS) 

94.999.820 76.499.820 (-18.500.000) 

 1.2.  program pencegahan, 
penanggulangan, 
penyelamatan kebakaran dan 
penyelamatan non kebakara 

. 1.429.421.692.  1.202.493.092 (-)226.928.600 

 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan 

Bencana Kebakaran 

. 1.368.421.812  1.141.493.212 (-) 226.928.600 

 Pembinaan dan Pengawasan 

Pencegahan, Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran dan 

Penyelamatan Non Kebakaran 

60.999.880 60.999.880  

Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan 
Pencapaian Sasaran 

9.842.814.432 8.383.122.732 (-)1.459.691.700 
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2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib 

merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang 

mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja 

Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-

kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran 

strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama .Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.4/019/SATPOLPP/2024.  

(sebagaimana terlampir). 

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil 

kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu 

tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja 

Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran 

strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.  

 

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.  

 

2.5.1  Perjanjian Kinerja  2024 (Induk)  

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Pj.  

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: 
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Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polis Pamong Praja 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 

  

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan 

Target 
TW 

1. Menurunnya gangguan 
ketertiban Umum 

Persentase penurunan 
gangguan trantibum 

persentase 5,00% Triwulan I 

Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

1 

2,5 

3 

5 

2 Meningkatkan respon 
cepat penanggulangan 
kejadian kebakaran/ 
pertolongan 

persentase penurunan 
Dampak dari Kejadian 
Pemadam, Penyelamatan 
dan Evakuasi Kebakaran dan 
Non Kebakaran 

persentase 4,00 % Triwulan I 

Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

1 

2 

3 

4 
 

 

Tabel II.5 Komponen Anggaran  Induk pada Perjanjian Kinerja 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 

 

No. Indikator Kinerja Program Anggaran (Rp) Ket 

1. Persentase penurunan 
gangguan trantibum 

Program Peningkatan Ketentraman 
dan ketertiban Umum 

7.241.629.520 Anggaran berkurang 
karena deifisit 

anggaran 

     

2 Persentase respon time 15 
menit kejadian 

kebakaran/pertolongan 

Program Pencegahan, 
Penanggulangan, Penyelamatan 
Kebakaran dan Penyelamatan 

Non Kebakara 

1.202.493.092 Anggaran berkurang 
karena deifisit anggaran 

     

 

2.5.2  Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Perubahan Kesatu) 

Pada tahun 2024,  Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

tahun 2024 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena 

dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas bKinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Tahun 2023, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor : B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu “ 

menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan 

Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan 

kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja 

(Kesatu) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 1557.b /VI/SATPOLPP/2024 

Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut : 
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Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 

 

 

 
 

Tabel II.7 Komponen Anggaran  Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu 
Kepala Satuan Polisi Pamong  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 

 
No. Indikator Kinerja Program Anggaran (Rp) Ket 

1. Persentase penurunan gangguan 
trantibum 

Program Peningkatan 
Ketentraman dan ketertiban 

Umum 

8.074.406.900 - 

     

2 Persentase respon time 15 menit 
kejadian kebakaran/pertolongan 

Program Pencegahan, 
Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Penyelamatan 
Non Kebakaran 

 1.429.421.692 - 

 
 

2.5.3  Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Perubahan Kedua) 

Pada tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung tahun 2024 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan 

karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya        

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024, sehingga perlu melakukan 

penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai 

dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2024  Satuan Polisi 

Pamong Praja Nomor :   664.a/SATPOLPP/PKP/2024 Perjanjian Kinerja Perubahan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan 

Target 
TW 

1. Menurunnya  gangguan 
ketertiban umum dan 
ketertiban masyarakat 

Persentase penurunan 
gangguan trantibum 

Persentase 5 Triwulan I 

Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

1 

2,5 

3 

5 

2 Menurunnya Dampak dari 
Kejadian Pemadam, 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

Persentase respon time 
15 menit kejadian 
kebakaran/pertolongan 

Persentase 4 Triwulan I 

Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

1 

2 

3 

4 
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Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 
 

 
 

Tabel II.9 Komponen Perubahan Anggaran  pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 

 

No. Indikator Kinerja Program Anggaran (Rp) Ket 

1. Persentase penurunan 
gangguan trantibum 

Program Peningkatan 
Ketentraman dan ketertiban 

Umum 

6.946.393.400 Anggaran 
berkurang karena 
deifisit anggaran 

2 Persentase respon time 15 
menit kejadian 

kebakaran/pertolongan 

Program Pencegahan, 
Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran dan 
Penyelamatan Non Kebakaran 

1.202.493.092 Anggaran 
berkurang karena 
deifisit anggaran 

 

Keterangan Tambahan: 

1. tetapi anggaran berkurang Rp. 1.743.249.002 (7,2%).  sehubungan adanya 
refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk pembiayaan Pembayaan 
Tambahan Tunjangan Penghasilan 

2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV. 

3. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga, yaitu:(nihil) 
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu nihil 

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja  Tahun 2024 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website 

resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat http:// 

https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id. Di dalam website ini memuat profil lengkap 

beserta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan 

Target 
TW 

1. Menurunnya  
gangguan ketertiban 
umum dan ketertiban 
masyarakat 

Persentase penurunan 
gangguan trantibum 

Persentase 5 Triwulan I 

Triwulan II 

Triwulan III 

Triwulan IV 

 

1 

2,5 

3 

5 

 

2 Menurunnya Dampak 
dari Kejadian 
Pemadam, 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Kebakaran 
dan Non Kebakaran 

Persentase respon time 15 
menit kejadian 
kebakaran/pertolongan 

Persentase 4 Triwulan I 

Triwulan II 

Triwulan III 

Triwulan IV 

1 

2 

3 

4 



 
 

25 
 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk 

pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan 

di  Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Pengaduan 

Masyarakat https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id. seperti layanan pengaduan dari 

masyarakat 

Gambar II.1. (Website) 
http:// https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id. 

 

 
 

 
Gambar II.2 (Layanan Pengaduan Mayarakat) 

https://satpolpp.babelprov.go.id/node/add/surat-pembaca 

 

https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id.
https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id.
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BAB 3 
Akuntabilitas Kinerja 

 
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung  telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja 

yang diperjanjikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dengan Bapak Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung  tahun 2024. Pengukuran 

mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat 

kinerja sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 

No. 
Interval Nilai  

Realisasi Kinerja 
Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 
Kriteria Kode 

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua 

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda 

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua 

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda 

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah 

 Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024 

                       (tabel ini dapat di buat landscape) 

 

 

 
No 

 

Sasaran strategis 

 

Indikator/meta indikator 

 
Satuan 

 
Base line 

2022 

 

Capaian 
2023 

 
Tahun 2024 

Target akhir 
Renstra 

Target Realisasi Persentase Kriteria/kode 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Menurunnya gangguan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat 

Indikator: Persentase 
penurunan gangguan trantibum 
Formula Perhitungan:  
(n) - (n-1 ) /  (n-1) x 100%                           
*n= jumlah pelanggaran tahun 
sekarang se Provinsi Kep. Babel 

% 41,43 4,50 5,00 5,00 100  -6,00 

 

Bab 3 Berisi : 
1. Capaian Kinerja Tahun 

2024 
2. Efisiensi Anggaran 
3. Inovasi 
4. Penghargaan 
5. Lintas Sektor/Crosscuting 
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No 

 

Sasaran strategis 

 

Indikator/meta indikator 

 
Satuan 

 
Base line 

2022 

 

Capaian 
2023 

 
Tahun 2024 

Target akhir 
Renstra 

Target Realisasi Persentase Kriteria/kode 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Meningkatkan respon cepat 
penanggulangan kejadian kebakaran/ 
pertolongan 

Indikator: persentase 
penurunan Dampak dari 
Kejadian Pemadam, 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Kebakaran dan Non Kebakaran 
Formula Perhitungan: 
(Jumlah korban luka dan 
meninggal akibat kebakaran) + 
(Jumlah bangunan yang rusak 
akibat kebakaran) / 2 x 100% 

% 52,11 5,1 5 5 100  4.80 

 

Adapun analisis capaian kinerja sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: 

3.1.1.   Sasaran : Menurunnya  gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat 

Kinerja sasaran Menurunnya  gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat diukur 
dengan indikator Persentase penurunan gangguan trantibum Penjelasan hubungan sasaran, 
indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut: 

 
Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

 
 

No Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan 

1 2 3 4 

1. Menurunnya gangguan 
ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat 

Persentase penurunan 
pelanggaran ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat 

 

(n) - (n-1 ) /  (n-1) x 100%                              
* n= jumlah pelanggaran tahun 
sekarang se Provinsi Kep. Babel 

 

Kinerja sasaran Menurunnya  gangguan ketertiban umum dan ketertiban 

masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan (n) - (n-1 ) /  (n-1) x 

100% * n= jumlah pelanggaran tahun sekarang se Provinsi Kep. Babel Tahun 2024 

capaian kinerja sasaran ini adalah 5% *) contoh ) atau sebesar 100% dari target 5%. 

Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program 

pendukung sasaran Perangkat Daerah. 

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

(tabel ini dapat di buat landscape) 

 
 

No Indikator Sasaran 

2023 2024 
Target Akhir 

Renstra (2026) 

Capaian s/d  
2024 terhadap 
target 2026 (%) Target Realisasi 

% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Menurunnya  gangguan 
ketertiban umum dan 
ketertiban masyarakat 

4,50 4,57 101 5.00 100 5.00 6 6 

 
Analisis Ketercapaian Sasaran Menurunnya  gangguan ketertiban umum dan ketertiban 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Tercapai 100  (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target   sebesar 

5 % (kolom 8) (terlampaui). 

b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar  4,57% (data Lkj Tahun lalu) indikator 

sasaran Menurunnya  gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat mengalami  

peningkatan) sebesar (0,43)%  

c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil 

tercapai/tidak tercapai  

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut                             didukung dari 

program-program sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kinerja 

program Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat 

mempunyai  Indikator kinerja  Persentase gangguan trantibum yang dapat 

diselesaikan  formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah gangguan trantibum yang 

ditindak dibagi jumlah gangguan trantibum yang diketahui oleh Satpol PP Provinsi Kep. 

Babel dikali 100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  (25/25)x100%= 96% (contoh 

perhitungan persentase capaian program) dari target 100% atau sebesar 96%. Capaian 

kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 

97,22% (capaian tahun lalu).  

  Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :  

a .  Minimnya sarana dan prasarana ketertiban dan ketentraman Masyarakat 

b .  Sebagian besar anggota Satpol PP sudah memiliki ketrampilan Diklat  Dasar 

 Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah 

a .  Minimnya sarana dan prasarana ketertiban dan ketentraman masyarakat 

b. Peningkatan fisik dan kompetensi anggota SATPOL PP yang belum memadai 
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  Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a.  Satpol PP bekoordinasi dengan instansi vertikal untuk membuat Peta rawan 

Trantibum 

b. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk sarana dan prasarana pada Satpol PP 

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kinerja 

program Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat 

mempunyai  Indikator kinerja Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan 

dikukuhkan  formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah anggota satlinmas yang 

dilatih dan dikukuhkan dibagi dengan anggota satlinmas se Provinsi Kep. Babel dikali 

100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  (820/1254)x100%= 65,39% (contoh 

perhitungan persentase capaian program) dari target 31,14% atau sebesar 47,64%. 

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah ) dibandingkan pada Tahun 2023 yang 

sebesar 79,11% (capaian tahun lalu).   

 Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah : 

a.  Sinergitas kinerja Satlinmas Provinsi Ke Kabupaten/Kota 

 Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :  

a. Minimnya kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dalam 

pelaksanaan tugas di lapangan 

  Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a.  Pendukung SATGAS SATLINMAS untuk melakukan pembinaan terhadap 

SATLINMAS Provinsi, Kabupaten, Kota 

3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kinerja 

program Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat 

mempunyai  Indikator kinerja Persentase personil Satpol PP yang berkompeten 

formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah anggota Satpol PP PNS yang memiliki 

sertifikasi/standarisasi sesuai dengan jabatannya dibagi dengan seluruh anggota Satpol 

PP Provinsi Kep. Babel dikali dengan 100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  

(335/349)x100%= 95,98% (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 

81,1% atau sebesar 84,49%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah) 

dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 80,18% (capaian tahun lalu).  

  Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :   

a.  Pembelian Sarana dan Prasarana untuk peningkatan fisik Satpol PP 
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 Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah : 

a. Minimnya pembiayaan pengembangan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong 

Praja 

  Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a. Pemenuhan pembiayaan pengembangan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong 

Praja sesuai surat Kemendagri No Surat 900.1.2/9364/BPSDM  

4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kinerja 

program Menurunnya  gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat 

mempunyai  Indikator kinerja  Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan formula 

perhitungan indikator ini adalah Jumlah perda/perkada yang ditegakkan dibagi jumlah 

seluruh perda/perkada yang mengandung sanksi dikali 100 Capaian kinerja untuk 

indikator ini adalah  (11/24)x100%= 45,83% (contoh perhitungan persentase capaian 

program) dari target 39,3% atau sebesar 46,75%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini 

lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 21,43% (capaian tahun lalu).   

  Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :   

a .  Sinergitas kerja sama Satpol PP dengan TNI/POLRI  

 Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :  

a.  Minimnya pembiayaan pengembangan Kompetensi dan keterampilan SDM 

Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS 

b.  Belum tersusunnya Peta Rawan Tibum 

  Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a. Pemenuhan pembiayaan pengembangan SDM AParatur Satuan Polisi Pamong 

Praja sesuai surat Kemendagri No Surat 900.1.2/9364/BPSDM 

b.  Satpol PP bekoordinasi dengan instansi vertikal untuk membuat Peta rawan 

Trantibum 

5. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan 

Non Kebakaran dengan menurunnya dampak dari kejadian Pemadam, Penyelamtan 

dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai Indikator kinerja  Persentase 

Respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan formula perhitungan indikator 

ini adalah Jumlah respon time 15 menit kejadian kebakaran atau pertolongan, dimulai 

dari informasi kebakaran diterima sampai dengan pelaksanaan pertolongan 
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penanggulangan kebakaran/ dibagi dengan jumlah seluruh kebakaran/kejadian 

pertolongan yang terjadi se Provinsi Kep. Babel. Capaian kinerja untuk indikator ini 

adalah  (295/406)x100%= 72,66% (contoh perhitungan persentase capaian program) 

dari target 67% atau sebesar 76,60%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih 

tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 55,66% (capaian tahun 

lalu).  

  Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :  

a.  Koordinasi dan sinergitas Antara Damkar Provinsi Kabupaten Kota dengan 

angkasa pura , tim animal rescue dan instasi yang terkait  

  Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:  

a.  Minimnya kapasitas anggota pemadam kebakaran dan Pengembangan Aparatur 

Pemadam Kebakaran 

b. Minimnya Informasi daerah rawan bencana kebakaran 

c.  Belum tersusunya Peta Rawan Kebakaran 

d. Sarana dan Prasarana yang belum optimal 

  Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a.  Penyusunan Peta Rawan Kebakaran 

b.  Pembelian Sarana dan Prasarana Damkar untuk Pelayanan SPM optimal 

c.  Pengembangan kompetensi, sertifikasi serta ketrampilan pemadam kebakaran 

 

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 

 

No. Indikator dan Formula Perhitungan 
Target 

(Nasional) 
Target 
(PD) 

Realisasi 
(Nasional) 

Realisasi 
(PD) 

Capaian 
(Nasional)  

Capaian 
(PD) 

1.  Indikator kinerja  Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan  

formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah gangguan trantibum yang 

ditindak dibagi jumlah gangguan trantibum yang diketahui oleh Satpol PP 

Provinsi Kep. Babel dikali 100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  

(25/25)x100%= 96% (contoh perhitungan persentase capaian program) dari 

target 100% atau sebesar 96%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih 

rendah dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 97,22% (capaian tahun 

lalu). 

 

* 100 * 100 * 100 

2. Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan  formula 

perhitungan indikator ini adalah Jumlah anggota satlinmas yang dilatih dan 

dikukuhkan dibagi dengan anggota satlinmas se Provinsi Kep. Babel dikali 

100 Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  (820/1254)x100%= 65,39% 

(contoh perhitungan persentase capaian program) dari target 31,14% atau 

sebesar 47,64%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah ) 

dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 79,11% (capaian tahun lalu).   

 

* 31,14 * 65,39 * 100 
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No. Indikator dan Formula Perhitungan 
Target 

(Nasional) 
Target 
(PD) 

Realisasi 
(Nasional) 

Realisasi 
(PD) 

Capaian 
(Nasional)  

Capaian 
(PD) 

3. Persentase personil Satpol PP yang berkompeten formula perhitungan 

indikator ini adalah Jumlah anggota Satpol PP PNS yang memiliki 

sertifikasi/standarisasi sesuai dengan jabatannya dibagi dengan seluruh 

anggota Satpol PP Provinsi Kep. Babel dikali dengan 100 Capaian kinerja 

untuk indikator ini adalah  (335/349)x100%= 95,98% (contoh perhitungan 

persentase capaian program) dari target 81,1% atau sebesar 84,49%. 

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah ) dibandingkan pada 

Tahun 2023 yang sebesar 80,18% (capaian tahun lalu).  

 

* 81,1 * 95,98 * 100% 

4.. persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan formula perhitungan 

indikator ini adalah Jumlah perda/perkada yang ditegakkan dibagi jumlah 

seluruh perda/perkada yang mengandung sanksi dikali 100 Capaian kinerja 

untuk indikator ini adalah  (11/24)x100%= 45,83% (contoh perhitungan 

persentase capaian program) dari target 39,3% atau sebesar 46,75%. 

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 

2023 yang sebesar 21,43% (capaian tahun lalu).  

 

* 39,3 * 45,83 * 100 

 

 
a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator nihil   berada 

diatas/dibawah Target Nasional. ( Tercapainya Indeks Trantibum dengan Kategori 

Baik) 

b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator nihil  berada 

diatas/dibawah Realisasi Nasional. 

c. Sebagai kesimpulan capaian indikatornihil berada diatas/dibawah capaian Nasional 

yaitu sebesar nihil % 

 
3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 

(indikator ke 1) melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

3.1.1.2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Melekat pada Bidang ketentraman dan ketertiban Umum dan Bidang Penegakkan Perda 

dan Perkada kegiatan sebagai berikut, yaitu : 

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar Rp 7.241.629.520 

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sebesar 

Rp.218.736.300 

 

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 
 

No. Indikator dan Formula Perhitungan Target 
(Nasional) 

Target 
(PD) 

Realisasi 
(Nasional) 

Realisasi 
(PD) 

Capaian 
(Nasional)  

Capaian 
(PD) 

1. (Jumlah korban luka dan meninggal akibat 
kebakaran) + (Jumlah bangunan yang rusak 
akibat kebakaran) / 2 x 100% 

* 4 * 4 *  
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c. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator nasional berbeda dengan 

target indikator daerah  (Target Nasional Terpenuhi kebutuhan SPM Sub Urusan 

Kebakaran sesuai dengan standar  berada diatas/dibawah Target Nasional.  

d. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator (berbeda dengan target 

indikator pusat tetapi tujuannya sama) berada diatas/dibawah Realisasi Nasional. 

e. Sebagai kesimpulan capaian indikator . (berbeda dengan target indikator pusat tetapi 

tujuannya sama) berada diatas/dibawah capaian Nasional yaitu sebesar ..... % 

3.1.1.3. Program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan 

non kebakaran 

Melekat pada Bidang Pencegahan, Penanggulanganm penyelamatan kebakaran dan 

penyelamatan non kebakaran kegiatan sebagai berikut, yaitu : 

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Provinsi sebesar Rp 

1.505.624.504 

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, penyelematan 

kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar Rp.60.999.880 

 

 
3.1.1.4. Data Dukung Capaian Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan) 

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Gambar III.1 
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  

 

No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kegiatan Safari Ramadhan 

2024 
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No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pelaksanaan koordinasi 

dengan Kota Pangkalpinang 

untuk penertiban SPanduk, 

Baleho menjelang Pemilihan 

Umum 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan Kegiatan 

Koordinasi bersama TNI dan 

POLRI  

4 

 
 
 
 
 

 

Pelaksanaan Kegiatan Rapat 

penyampaian Pendapat Unjuk 

rasa antara Pimpinan bersama 

masyarakat  
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3.1.1.5. Data Dukung Capaian Persentase personil satpol pp yang berkompeten Program 

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  

 

No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

1.  

 
 

Pelaksanaan kegiatan personil 

satpol pp yang berkompeten 

2. 

 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan personil 

satpol pp yang berkompeten 
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3.1.1.6. Data Dukung Capaian Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   

 

No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

1.  

 
 

Pelaksanaan kegiatan 

Pemberdayaan SATLINMAS 

Kabupaten/Kota 

2. 

 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan 

Pemberdayaan SATLINMAS 

Kabupaten/Kota 
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3.1.1.7. Data Dukung Capaian Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang dapat 

diselesaikan) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 

 

No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOSIALISASI PENEGAKAN 
PERATURAN DAERAH DAN 
PERATURAN GUBERNUR 

DI KAWASAN BADAN JALAN 
JEMBATAN EMAS 

2. 

 

 
SOSIALISASI PENEGAKAN 

PERATURAN DAERAH DAN 
PERATURAN GUBERNUR 

DI KAWASAN BADAN JALAN 
JEMBATAN EMAS 
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No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

3 

 
 

 
 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN 
PENGAWASAN 

PADA HARI JUM’AT TANGGAL 
01 NOVEMBER 2024 
DI PPI (PELABUHAN 

PENDARATAN IKAN) MUARA 
BATURU RUSA 

PANGKALPINANG 

 

 

 

 

 

4 

 
 

Pelaksanaan Kegiatan 

Penegakkan Perda dan 

Perkada 

 
 

3.1.2. Sasaran 2: Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi 

Kebakaran dan Non Kebakaran 

 

Kinerja sasaran Menurunnya  gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat diukur 

dengan indikator Persentase penurunan gangguan trantibum Penjelasan hubungan sasaran, 

indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut: 
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Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

 

No Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan 

1 2 3 4 
1. Menurunnya Dampak dari 

Kejadian Pemadam, 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

Persentase respon time 15 
menit kejadian 
kebakaran/pertolongan 

 

(Jumlah korban luka dan 
meninggal akibat kebakaran) + 
(Jumlah bangunan yang rusak 
akibat kebakaran) / 2 x 100% 

 

Kinerja sasaran Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan 

Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran diukur dengan menggunakan formulasi 

perhitungan(Jumlah korban luka dan meninggal akibat kebakaran) + (Jumlah bangunan yang 

rusak akibat kebakaran) / 2 x 100%Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 5% *) contoh ) 

atau sebesar 100% dari target 5%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-

masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. 

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

(tabel ini dapat di buat landscape) 

 
 

No Indikator Sasaran 

2023 2024 
Target Akhir 

Renstra 
(2026) 

Capaian s/d  
2024 terhadap 
target 2026 (%) Target Realisasi 

% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, 
Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan 
Non Kebakaran 

4,50 4,57 101 5,1% 100 5% 6 6 

 
Analisis Ketercapaian Sasaran Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, 

Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaranadalah sebagai berikut: 

a. Tercapai 100  (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target   

sebesar 4 % (kolom 8) (terlampaui). 

b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar  5 % (data Lkj Tahun lalu) indikator 

sasaran Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan 

Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran mengalami  peningkatan) sebesar (- 1)%  

c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil 

tercapai/tidak tercapai  

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari 



 
 

40 
 

program-program sebagai berikut : 

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non 

Kebakaran dengan menurunnya dampak dari kejadian Pemadam, Penyelamtan dan evakuasi 

Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai Indikator kinerja  Persentase Respontime 15 

menit kejadian kebakaran/pertolongan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah 

respon time 15 menit kejadian kebakaran atau pertolongan, dimulai dari informasi kebakaran 

diterima sampai dengan pelaksanaan pertolongan penanggulangan kebakaran/ dibagi dengan 

jumlah seluruh kebakaran/kejadian pertolongan yang terjadi se Provinsi Kep. Babel. Capaian 

kinerja untuk indikator ini adalah  (295/406)x100%= 72,66% (contoh perhitungan persentase 

capaian program) dari target 67% atau sebesar 76,60%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini 

lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 55,66% (capaian tahun 

lalu).  

 

 

  Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :  

a. Koordinasi dan sinergitas Antara Damkar Provinsi Kabupaten Kota dengan angkasa pura 

, tim animal rescue dan instasi yang terkait  

  Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:  

a.  Minimnya kapasitas anggota pemadam kebakaran dan Pengembangan Aparatur 

Pemadam Kebakaran 

b. Minimnya Informasi daerah rawan bencana kebakaran 

c.  Belum tersusunya Peta Rawan Kebakaran 

d. Sarana dan Prasarana yang belum optimal 

  Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a.  Penyusunan Peta Rawan Kebakaran 

b.  Pembelian Sarana dan Prasarana Damkar untuk Pelayanan SPM optimal 

c.  Pengembangan kompetensi, sertifikasi serta ketrampilan pemadam kebakaran 
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Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 
 

No. Indikator dan Formula Perhitungan 
Target 

(Nasional) 
Target 
(PD) 

Realisasi 
(Nasional) 

Realisasi 
(PD) 

Capaian 
(Nasional)  

Capaian 
(PD) 

1. Indikator kinerja  Persentase Respontime 15 menit kejadian 

kebakaran/pertolongan formula perhitungan indikator ini  

adalah Jumlah respon time 15 menit kejadian kebakaran atau 

pertolongan, dimulai dari informasi kebakaran diterima sampai 

dengan pelaksanaan pertolongan penanggulangan kebakaran/ 

dibagi dengan jumlah seluruh kebakaran/kejadian pertolongan 

yang terjadi se Provinsi Kep. Babel. Capaian kinerja untuk 

indikator ini adalah  (295/406)x100%= 72,66% (contoh 

perhitungan persentase capaian program) dari target 67% atau 

sebesar 76,60%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih 

tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar  

55,66% (capaian tahun lalu).  

 

* 64 * 72,66 * 100 

 

 
a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator nasional berbeda dengan target 

indikator daerah  (Target Nasional Terpenuhi kebutuhan SPM Sub Urusan Kebakaran sesuai 

dengan standar  berada diatas/dibawah Target Nasional.  

b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator (berbeda dengan target 

indikator pusat tetapi tujuannya sama) berada diatas/dibawah Realisasi Nasional. 

c. Sebagai kesimpulan capaian indikator . (berbeda dengan target indikator pusat tetapi 

tujuannya sama) berada diatas/dibawah capaian Nasional yaitu sebesar nihil % 

 

 
3.1.2.1. Data Dukung Capaian Persentase Respontime 15 menit kejadian 

kebakaran/pertolongan melalui Program Program Pencegahan, Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 

3.1.2.2. Program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan 

non kebakaran 

Melekat pada Bidang Pencegahan, Penanggulanganm penyelamatan kebakaran dan 

penyelamatan non kebakaran kegiatan sebagai berikut, yaitu : 

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana KebakaranProvinsi sebesar Rp 

1.505.624.504 

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, penyelematan 

kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar Rp.60.999.880 
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 Program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non 

kebakaran 

Kegiatan Bidang Pencegahan, Penanggulanganm penyelamatan kebakaran dan penyelamatan 

non kebakaran  dan kegiatanPembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, 

penyelematan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 
 

No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

1. 

  

 

 

 

 

Kegiatan Sosialisasi Pemadama 

Kebakaran Di SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Bimbingan Teknis Pemadam 

Kebakaran 

 

 

 

 

 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kegiatan Bimbingan Teknis Pemadam 

Kebakaran dan animal rescue 
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3.2 Efisiensi Anggaran 

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk 

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024 

 

No Sasaran Indikator 

Kinerja Anggaran Efisiensi 

Target Realisasi 
% 

Realisasi 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

% 
Realisasi 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Menurunnya  gangguan ketertiban 
umum dan ketertiban masyarakat 

Persentase penurunan 
gangguan trantibum 

5 5 100 7.241.629.520 6.800.717.066 93,91% 440.912.454 

2 Menurunnya Dampak dari Kejadian 
Pemadam, Penyelamatan dan 
Evakuasi Kebakaran dan Non 

Kebakaran 

Persentase respon time 
15 menit kejadian 
kebakaran/pertolongan 

 

4 4 100 1.263.492.972 1.107.325.410 87,64% 129.167.562 

Total Belanja      8.505.122.492 7.908.042.476 90,77 
570.080.016 
(efisiensi) 

Sumber:  http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bengka Belitung Th 2024, Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja  

Provinsi Kepulauan Bengka Belitung 2024 

 

 

http://sengguh.jogjaprov.go.id/
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Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran 

belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar 

Rp8.505.122.492, terealisasi Rp7.908.042.476 atau 90,77% sehingga dapat dikatakan 

terdapat efisiensi Rp 570.080.016. yang bersumber dari: 

- Efisiensi Belanja Operasi (efisiensi SPPD, belanja makan dan minum, belanja BBM) 

- Efisiensi Belanja Modal (Penghapusan sarana dan prasarana) 

 

3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 

Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 

 

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut 

1. Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung 
Nomor : 70/140/V/ITDA/2024 perihal 
Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi 
SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung TA. 2024 : 
Rekomendasi: 
1. Agar menyusun rencana lapora kinerja 

tahun berikutnya dengan menjelaskan 
target, realisasi dan capaian kinerja tahun 
berjalan dengan tahun sebelumnya 

2. Agar data kinerja yang dikumpulkan 
relevan dan mendukung untuk  
mengukur capaian kinerja yang 
diharapkan 

3. Agar setiap level organisasi melakukan 
pemantauan atas pengukuran capaian 
inerja secara berjenjang 

4. Agar menyusun laporan kinerja dan 
monitoring evaluasi triwulanan secara 
berkala 

5. Agar melakukan evaluasi mandiri atas 
perbandingan kondisi existing dengan 
kondisi ideal 

 

 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
melakukan berbagai upaya untuk 
meningkatkan pencapaian target kinerja 
(output dan outcome) Tahun 2024 dengan 
langkah-langkah: 
1. Melakukan monitoring dan evaluasi per 

bidang-bidang untuk target, realisasi dan 
capaian kinerja 

2. Mengumpulkan data kinerja untuk 
mengukur capaian kinerja sesuai dengan 
target pada indikator kinerja utama 

3. Membuat surat edaran dan melakukan 
rapat internal untuk melakukan 
pemantauan atas pengukuran capaian 
inerja secara berjenjang 

4. Melakukan rapat internal penyusunan 
laporan kinerja dan dan monitoring 
evaluasi triwulan secara berkala 

5. Melakukan coaching clinic dan evaluasi 
terhadap perbandingan kondisi existing 
dengan kondisi ideal 

 
Bukti dukung tindak lanjut atas rekomendasi diatas adalah sebagai berikut : 
 

 
1. Pdf bukti dukung no 1 (surat undangan pelaksanaan rapat evaluasi per bidang-bidang 

untuk target, realisasi dan capaian kinerja bidang) 
2. Pdf bukti dukung no 2 (foto rapat internal penyusunan laporan kinerja) 
3. Pdf bukti dukung no 3 (daftar hadir Coaching clinic per bidang) 
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3.4 Inovasi 

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak 

dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang 

sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam 

pencapaian sasaran kinerja antara lain: 

a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/ permasalahan 

aplikasi kinerja. 

b. Link https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id. seperti layanan pengaduan dari masyarakat 

, untuk memudshkan informasi pelayanan SATPOLPP kepada masayarakt 

3.5 Penghargaan 

Sepanjang Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut : 

Melaksanakan fugas dan fungsi dala menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum 

serta Perlindungan Masyarakat 

3.6 Crosscutting 

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang  

bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 

pelaksanaan program kerjanya 

 
 

 

 

 

https://satpolpp.babelprov.go.id/go.id.
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Pemerintah Provinsi 

Satuan Polisi Pamong Praja Koordinasi Urusan Ketentraman Dan 
Ketertiban Umu Serta Perlindungan Masyarakat 

Lintas OPD Pemerintah Provinsi  

• Seluruh OPD Provinsi yang memiliki Perda yang 
Mengandung Subtansi Sanksi 

• TNI/POLRI : Koordinasi Pelaksanaa Urusan 
Ketentraman dan Ketertiban Umu serta 
Perlindungan Masyarakat 

• BPBD Provinsi : Koordinasi Masalah Kebakaran 
• Dinas Kesehatan : Koordinasi Pengembangan Fisik 

Anggota 

Pemerintah Pusat 

• Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 
Kementerian Dalam Negeri : Koordinasi  
Pelaksanaan Urusan SatpolPP dan Kebakaran 

• Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri 
Pelaksanan Kegiatan SPM Urusan 
Trantibumlinmas 

Stakeholder Lainnya 

• Angkasa Pura : Koordinasi Pemakaian Alat-alat 
Pemadam Kebakaran  

• Pertamina : Koordinasi Pemakaian Alat-alat 
Pemadam Kebakaran 

• PLN : Koordinasi Pemakaian Alat-alat Pemadam 
Kebakaran 

• Alobi : Koordinas Pengamanan Animal Rescue 
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BAB 4 
Penutup 

 
4.1 Kesimpulan 

Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Praja Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih 

sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja Persentase Perda dan Perkada 

yang ditegakkan tercapai dengan presentase 45,83%, namun untuk indikator kinerja 

tidak berjalan optimal karena ego sektoral dari PPNS pada masing-masing OPD 

2. Ada dua kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dan 

SUb kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, 

kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang tidak 

berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hasil rapat pimpinan bahwasanya OPD 

tidak boleh belanja melebihi dari 85 % dari total pagu anggaran,  

3. Tidak optimalnya indikator kinerja persentase Perda dan Perkada, Persentase 

Respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan  dikarenakan adanya 

Pelaksanaan Tagging kegiatan serta defisit anggran untuk pembayaran tunjangan 

Penghasilan Pegawai tahun 2024, penundaan seluruh belanja modal yang belum 

dilaksanakan prosesnya di ULP sehingga dilakukan penundaan atau pembatalan 

pelaksanaan kegiatan. Dua indikator inilah penyumbang terbesar alasan target kinerja 

pada sasaran 2 tidak dapat tercapai. 

4. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari tersedianya data 

Sektoral 7 kabupaten/kota untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya WAG terkait 

dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi 

sosial kab/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan 

dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang 

besar darimasyarakat untuk mendukung program kegiatan Satuan Polisi Pamong praja 

dalam upaya penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat. 

Bab 4 Berisi : 
1. Kesimpulan 
2. Rekomendasi  
3. Rencana Aksi 
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4.2 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:  

1. Meningkatkan koordinasi yang tercantum pada cross cutting 

2. Memaksimalkan implementasi Perda/Pergub Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dengan 

meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta 

masyarakat untuk mencegah gangguan  ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat. 

3. Memaksimalkan nilai-nilai budaya kerja dan pergerakan agen -agen perubahan 

didalam internal SATPOLPP 

4. pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta peningkatan 

kompetensi ada SATPO PP dan Pemadan kebakaran dalam pelaksanaan urusan 

trantibumlinmas 

5. Membuat pelayanan pegaduan ON line masyarakat yang disebarkan melalui 

program PPID 

6. Pemerintah, LSM, swasta dan stakeholders harus lebih meningkatkan kerja sama 

dalam penyadaran hak-hak difabel melalui banyak media seperti, diskusi, 

workshop, media massa ataupun fasilitas web. Penyedia layanan transportasi. 

4.3 Rencana Aksi 

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai 

berikut: 

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat. 

2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar 

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada 

periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan. 

3. Koordinasi dan komunikasi internal dengan secara lebih intensif. 

4. Pemberian reward dan punisment yang adil bagi ASN di lingkup SATPOL PP 
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L A M P I R A N 
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Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)  
 
 

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2023-2026 
 

No. Tujuan Sasaran Indikator 
Target Capaian Tahun 

2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Meningkatnya 
Indeks 
Demokrasi 
Indonesia 
Provinsi. 

Menurunnya  

gangguan 

ketertiban umum 

dan ketertiban 

masyarakat 

 

 

persentase 

penurunan 

gangguan 

trantibum 

4,5 5.00 5,50 6,00 

2. Meningkatnya 
Indeks 
Demokrasi 
Indonesia 
Provinsi. 

Menurunnya 

dampak dari 

kejadian 

pemadam, 

penyelamatan 

dan evakuasi 

kebakaran dan 

non kebakarann 

persentase 

penurunan 

Dampak 

dari 

Kejadian 

Pemadam, 

Penyelamat

an dan 

Evakuasi 

Kebakaran 

dan Non 

Kebakaran 

5,10 4 4,90 4,80 

 
 
 
  
 



 
 

 
 

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 

 

 
 

 

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 
 
 
 
 
 

 

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 disertai dengan Berita Acara 
 
 
 

 

 

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi Tahun 2024 

 

 

 

 

 

Lampiran 5. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2024 
 
 
 

 

 

Lampiran 6.  Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024 
 
 

 
 
 
 

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 
 
 

bit.ly/Monev2024POLPP 

 

bit.ly/SKIKUPERUBAHAN2024POLPP 

 

bit.ly/PK2024POLPP 

bit.ly/PK2024POLPP 

 

bit.ly/Monev2024POLPP 

 

bit.ly/LHP 2024POLPP 

 

 

https://bit.ly/Monev2024POLPP
https://bit.ly/SKIKUPERUBAHAN2024POLPP
https://bit.ly/PK2024POLPP
https://bit.ly/PK2024POLPP
https://bit.ly/Monev2024POLPP
https://bit.ly/Monev2024POLPP
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